
  

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

PERATURAN CAERAH KABUPATEN BONE 8OLANGO 

NOMOR 15 TAHUN 2105 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

a. 

BUPATI BONE BOLANGO 

kahwa untuk melarsanakan kotentuan Pasal 128 ayat (1) 

Undang-Undang Nomer 32 Takin 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka susunan Cryanisasi perangkat daerah 

ditetapkan aalam Peraturan Daerati dengan memperhatikan 

faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah: 

bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Orgarisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 

Daerah Kabupaten Bone Bolango, 

Undang-Unaang Nomor 8 Takun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepeyawaiarn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomer 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Ncimor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambanan 

Lembaran Negara kepublik Indonesia Nomor 3890):
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SN 

Undany- Undang Nomor 28 Tahun "3999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas cari Kurupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (I.imbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Resublik Indonesia 

Nomor 3551): 

Undang-Undar.g Nomor 38 Tahur 2000 tentang Pambentukan 

Provinsi Gorontalo (Lambaran Negara Republik Indenesia 

Tahun 200U Nomor 258, Tamcahan Lembaian Negara 

Republik Indonesia Nomor 40860): 

Undang-Undang Nomer 6 Tahuri 2003 tentang Pembentukan 

Kabupater. Cone Bcelangc dan Kabupaten Puhuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tainbahan Lembaran Negara Repubiix Indonesia 

Nomor 42681: 

Undang-Undarig Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lerabaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Ngnor 53, Yambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389): 

Undans-Unaang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lerribararn Negara Repuonlik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tainbahan Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 4438):



 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang 

Kewenarigan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952): 

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2003, tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tamibahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4260): 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

Menetapkan 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

3AB | 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango. 

Pernerintah Daerah adalah PRupati dan Perangkat Daerah 

sebagai Unsur penyeleringara Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bone Bolanoo. 

Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilari Rakyat Daerah sebagai Unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 
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4.  Pemerintahar Daerah adalah penyelanggaraan urusan 

Pemerirtahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonorni seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatiian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Yahun 

1945. 

5. Kepala Dacrah adalah Bupati Bone Bolango 

6. Sekretaris Daerah adalan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 

Ta Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke 

Daerah menurut peraturan perundang-undanga). 

8. Badar, Pengawas adalah Badan Fengawas Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

9. Kepala Bagan adalah Kepala Badan Pegawas Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

BAB |! 

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

Badan Pernyawas merupakan unsur pendukung tugas Kepala 

Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

yang spesifik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

berada di nawah dan bartanggung 'iawab kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Badan Pergawas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang 

Pengawasan. 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tyas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 diatas Badan Pengawas mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan linyrup kerjanya: 

dari 

b Pelayanan Penuniang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
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BAB III 

ORGANISASI 

Pasal 5 

(1 Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri atas : 

a. Kepaja Badan: 

b. Bagian Tata Usaha. 

c. Bidang Pernerintahan dan Aparatur 

d. Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, 

e. Bidang Keuangan Jan Baan Usaha Milik Daerah: dan 

f. Kelumpok Jabatan Funysionai. 

(2) Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana 

tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini . 

Pasa! 6 

Bagian Tata Usaha terdiri atas : 

a. Sub Bagian Imum dan Kepegawaian: dan 

b. Sub Bagian Penyusurian Rencaria, cvaluasi dan Pelaporan. 

Pasal 7 

Bidang Pemerintahan dan Apzratur terdiri atas : 

a. Sub Bidang Pomerintatian dan Pertanahan, Kesbang dan Linmas, 

bh. Sub Bidang Pendaftaran dan Pencatatan. 

Pasal 8 

Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas : 

a. Sub Bidang Pembangunan: dan 

b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial 

Pasal 9 

Bidang Keuar.gan dan Badan Usaha Mllik Daerah terdiri atas : 

a. Sub Bidang Umum dan Perlengkanan: dan 

b. Sub Bidang Keuangan dan Badan IJsaha Milik Daerah. 
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Pasal 10 

Penjabaran tugas dar furigsi Badan Pengawas, Bagian Tata Usaha, 

Bidang - bidang, Sub-sub Ridang ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah. 

Pasal 11 

(1) Pada organisasi Badan Pengawas dunat ditempatkan Pegawai 

Negeri Sipil da'arn kelompok Jabatan Fungsionai: 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional rrempunyai tugas melaksanakan 

tugas-tugas sesuai dengan keanlian cian kebutuhan: 

Pasal 12 

(1) Kelompok Jabata:s Fungsivna! dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang berada di bawah dan bertariggung jawab 

kepada Kepala Baaan. 

(2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub- 

sub kelompok sesuai kebutuhan. 

(3) Jumlah Jabatan Fungs.onal ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 

beban kerja 

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

TATA KERSA 

Pasal 13 

(1) Dalam melaksanskan tugasnya Badan Pengawas, dan Kelompok 

Jabatan fungsivnal wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 

antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing 

(2) Setiap pirapinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan 

Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Badan sezara 

berjenjang 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Iingkungan Badan 

Pengawas berkewaj:bar. memberikan petunjuk, bimbingan dan 

pengawasan pekerjaan Urslur -unsur pembantu pelaksana yang 

berada dalam lingkungan kerjanya. 
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(4) Dalam melaksanakan tugasrya Badan Pengawas wajib 

menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik. 

Pasa! 14 

(1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan 

yang ditetapkan olen Kepala Daerah. 

(2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan 

membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu 

dan pelaksana dilingkungan Badan Pengawas. 

BAS V 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 15 

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kapala Daerah atas 

usul Sekretaris Daerah. 

(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkunyan Badan Pengawas diangkat 

dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jerjang jabatan dan kepangkatari serta sistem kepegawaian diatur 

sesi'ai Jengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasai 15 

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Kabupaten 

Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

BAB vlI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Dengan berlakunva Peratuian Daerah ini, Keputusan Bupati Bone 

Bolange Nomor 3 Tahuri 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan 

tidak berlaku lagi. 

la





Pasal !8 

Hal-hal yang beluni d'atur dan atau belum cukup diatur dalami Peraturan 

Daerah ini akan diztur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal 18 Juli 2005 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan Pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Bolango 

Kana di Suwawa 

ke anggi 18 Juli 2005 

(ara 

      
a Burbe 

Sa an mn “km 
aa nak Sa L F3 £ j 

un
 

C3 

Se 
« 

Ditetapkan ai Suwawa 

pada tanggal 18 Juli 2005 
Mara 

sPj.BUPATI BONE BOLANGO 

1 
ro £ Pn 

AM 
NET aamwad R5) 

Te KABUFATEN BONE BOLANGO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 15 SERID 
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AN 

PENSELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 15 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

|. JMUM 

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 

Undang-Undang Lasar 1945 dan Undang-Undany Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk 

menyelenggararan Otonorni Daerah yarg lebih ditekankan pada prinsip-prinsip 

Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerat3an keadilan, serta dengan 

mempernatikan potensi dan keariekarayaman Daerah, sehingga dalam menghadapi 

berkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam 

menyelenggarakan Otunomi Laerah harus didukung dergan kewenangan yang luas, 

nyata aan bertanggung jawah secara profesional yang diwujudkan dengan 

pengaturan dan pembagian Sumbar Daya dan Pctensi yany ada. 

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diaru: dalain Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Solangs dalam membentuk Badan 

Pengawas Daerah sebagai urisur pelaksana otonom' daerah yang mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, 

administrasi, organisasi dan tatz laksana. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat 

daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor 

terteritu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana “imaksud pada hal-ha! yang dielaborasi diatas, maka 

Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabunateri Bone Bolango. 

los



 



Il. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Cukup 

2 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

11 

Cukup 

12 

Cukup 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 
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, 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

13 

Cukup jelas. 

14 

Cukup jelas. 

19 

Cukup ielas. 

16 

Cukup jelas. 

17 

Cukup jelas. 

18 

Cukup jelas. 

19 

Cukup jelas. 
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$D: 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

KEPAI.A BADAN 

  

0 
| KELOMPOK Jabatan ' 
  

    

  
| 

Bagian Tata Usaha | 

  

      

    

  

    

  

      

  

  

  

  

Fungsional | 

Ke IE — 

mangan oa 1 aa 

Sub. Bagian Lmum | Sub.Bag. ag Lia Wah 
dan Kepegawaian an rencana,Evaluasi 

L. "5D L—j& Pelaporan 
Ban Pi HS 

| 
Bidang | | Bidang | | Bidang Keuangan & | 

Pemerintahan dan | pembangunan & Badan Usaha Milik | 

——— Bpajaln 0 . kegjahteraan sosial | |” Daerah | 

en . 0 AA 
| Sub.bid. Pemerinta | | Sub.bidang | ) 
| han,Pertanahan,Kes — | Sub-bisang - Umum & FP 

3 pembangunan 
| bang,Linmas | On | perlarngkapan 

“ Sub.bid organisasi Po et ' Sub.bidarg | 
kelembagaan, Diklat & | PN sai - MAP Keuangan 

| administrasi Kepeg. LA & BUMD   
    

Dana S3 
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